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MOTTO 
 
 ُكْنِم ٍضَار َت ْنَعًَةرَِتِ َنْوُكَت ْنَأَّلاِإ ِلِطَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْمأاْوُلُكَْأَتلااوُنَماَءَنْيِذَّلااَهُّ َيَأي ْم
 ْمُكَسُف َْنأاْوُل ُتْق ََتلاَو( اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ٩٢)  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
ix 
 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
x 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ي Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ام و لىسزلاإ دحمم Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
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ABSTRAK 
Rinda Alsifa Constantia, NIM: 142111050, “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM 
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (STUDI KASUS SPBU 
TANGEN Kab SRAGEN)” 
Penelitian ini membahas mengenai Pembulatan nominal harga dalam 
pembelian BBM merupakan hal yang tidak asing lagi terjadi dalam pembelian 
BBM di SPBU, termasuk salah satunya adalah pembulatan nominal dalam 
pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen Kab Sragen. Pembulatan 
nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen yang dilakukan 
oleh karyawan/operator SPBU tidak ada kesepakatan terlebih dahulu yang 
dilakukan oleh operator bahwasannya akan melakukan pembulatan harga 
yang seharusnya disepakati oleh pembeli.  
Penelitian ini mengakaji kesesuaian antara pembulatan nominal dalam 
pembelian BBM di SPBU Tangen dengan akad, jual beli dan juga teori ‘urf 
dalam tinjauan hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian 
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data 
primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap kepala SPBU, karyawan 
SPBU dan pembeli BBM di SPBU Tangen Kab Sragen, serta data sekunder 
yang diperoleh dari buku Fiqh Muamalah, Al-Quran, dan Al-Hadist. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan nominal dalam 
pembelian BBM di SPBU Tangen belum sepenuhnya sesuai dengan rukun 
akad jual beli dalam hukum islam karena tidak adanya ijab dan qabul dalam 
pembulatan nominal harga tersebut. 
Kata kunci: Pembulatan Nominal, Bahan Bakar Minyak (BBM), 
SPBU. 
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ABSTRACT 
 
Rinda Alsifa Constantia, NIM: 142111050, "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON 
NOMINAL RECOMMENDATION PRICE IN THE PURCHASE OF FUEL 
OIL (BBM) (CASE STUDY TANGEN REGENCY SRAGEN)" 
This study discusses the Rounding of nominal prices in the purchase of 
fuel is a familiar thing again occurs in the purchase of fuel at gas stations, 
including one of which is the nominal rounding in the purchase of fuel that 
occurred in the gas station Tangen Sragen regency. Nominal rounding of fuel 
purchases that occur at the gas station Tangen conducted by the employee / 
operator of gas stations no prior agreement made by the operator will make a 
rounding price that should be agreed by olch buyer. 
This study assesses the suitability between the nominal rounding of fuel 
purchases in petrol stations with contracts, sale and urf theory in Islamic legal 
review. 
 This research includes field research or field research, ie research 
conducted directly in the field, with primary data obtained from the results of 
interviews on the head of gas stations, gas station employees and fuel buyers at 
the Tangen Sragen gas station, and secondary data obtained from the book Figh 
Muamalah, Al-Quran, and Al-Hadist. 
The results of this study indicate that the nominal rounding in the purchase 
of fuel at gas stations Tangen has not been fully in accordance with the rules and 
contracts of sale and purchase in Islamic law due to the absence of ijab and qabul 
in rounding the nominal price. 
Keywords: Nominal Rounding, Petroleum Fuel (BBM) SPBU 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Islam memberi nilai tambah bagi orang yang berusaha dan dinilai sebagai 
ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan 
aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan 
yang lebih besar. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat 
hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, 
memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi 
bagi kemaslahatan umat, dan berinfaq di jalan Allah dalam menegakkan 
kalimat-Nya.
1
 
Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan 
dari akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses 
muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat 
kebajikan, silaturahmi, dan kerja sama. Seseorang yang ingin berbisnis, 
terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur 
bisnis agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan 
masyarakat. Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk 
memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang 
                                                          
1
 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam ,(Banda Aceh: 
Erlangga, 2009),hlm.2. 
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keharaman hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, etika Islam 
mengiringi pensyariatan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.
2
 
Pelaku usaha harus memiliki sifat amanah dengan menampilkan sikap 
keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang 
terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 
Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk 
mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Para pelaku usaha harus memulai 
usaha dengan meneguhkan niat untuk senantiasa mengutamakan ketulusan dan 
kejujuran dalam bermuamalah (bisnis), sehingga mempunyai keyakinan bahwa 
bisnisnya sejalan dengan prinsip syariah, maka untung atau rugi tetap akan 
memperoleh keuntungan di akherat.
3
 
Hukum Islam telah mengatur beberapa syarat yang mempengaruhi sah 
tidaknya akad suatu kegiatan ekonomi. Diantaranya adalah syarat yang 
diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli, yaitu syarat saling ridha antara 
penjual dengan pembeli dalam suatu perniagaan. Sesuai dengan Al-Qur‟an 
dalam surat An-Nisa‟ ayat 29:  
 ُكْنِم ٍضَار َت ْنَعًَةرَِتِ َنْوُكَت ْنَأَّلاِإ ِلِطَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْمأاْوُلُكَْأَتلااوُنَماَءَنْيِذَّلااَهُّ َيَأي ْم
 ََتلاَو( اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأاْوُل ُتْق٩٢)  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
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 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, 
hlm.19. 
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yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.4 
 
Perniagaan terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukanya sebagai 
pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha 
berusaha menghasilkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen. 
Jual beli dianggap sah hukumnya, apabila salah satu dari penjual atau 
pembelinya tidak merasa terpaksa. 
Islam mementingkan kejujuran dalam bekerja karena pekerjaan tersebut 
adalah amanah bagi setiap orang, dan setiap orang harus 
mempertanggungjawabkannya. Maka, pada dasarnya kita harus bekerja sebaik 
dan sejujur mungkin karena Allah selalu mengawasi kita sehingga tidak ada 
celah untuk ketidakjujuran dalam berdagang. Norma ini terkait dengan 
pertanggungjawaban umat manusia di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu 
memberikan kepada orang yang membeli sesuai hak mereka adalah prinsip 
utama sistem ekonomi Islam. 
Jual beli merupakan sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat. Dalam jual 
beli adanya ketentuan harga. Penentuan harga suatu barang seharusnya 
memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum, tetapi kenyataannya masih 
ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan.
5
 Misalnya seperti kasus 
yang terjadi di SPBU Tangen. 
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 Deparmemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. (Jakarta: Departemen Agama, 
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 D. Desriani. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan 
Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi Kasus Pasar Tugu). Jurnal al-Ahkam Online. 
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Dalam praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), pemilik dan karyawan SPBU 
dikategorikan sebagai pelaku usaha, dan pembeli sebagai konsumen. Dalam 
interaksi jual beli antara SPBU dengan konsumen, dapat dikatakan sebagai 
salah satu perjanjian jual beli, sekalipun perjanjian jual beli secara tidak tertulis, 
yang mana pelaku usaha atau penjual mengikatkan diri dengan pihak pembeli. 
Masing-masing diantaranya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pelaku 
usaha adalah menerima uang atau pembayaran seharga bahan bakar (bensin) 
yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan bensin yang dibeli oleh 
pembeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan hak 
dari konsumen adalah mendapatkan bensin yang diinginkan, dan kewajibannya 
adalah membayar sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor. 
Petugas SPBU mengisi BBM sesuai dengan permintaan dan menerima 
pembayaran setelahnya. Namun praktik yang selama ini luput dari pelaku bisnis 
adalah pertimbangan pembulatan harga. Misalnya adalah pengisian BBM 
hingga tanki penuh untuk sepeda motor, BBM Pertamax terisi 2,9 liter dengan 
nominal harga Rp. 21.895,00. Petugas SPBU kemudian melakukan pembulatan 
harga menjadi Rp. 22.000,00, sehingga terdapat selisih Rp. 105,00. Dan juga 
saat komsumen meminta pengisian Rp. 20.000,00 tetapi tanki motor sudah 
penuh dengan terisi 2,5 liter dengan nominal RP. 19.850,00. Petugas SPBU 
juga melakukan pembulatan harga Rp. 20.000,00, sehingga terjadi selisih Rp. 
150,00. 
5 
 
Sebenarnya ada sebagian konsumen yang merasa kurang sreg dengan 
sistem pembulatan harga, namun karena alat pembayaran (uang pecahan) tidak 
memungkinkan adanya pengembalian secara pas, maka praktik pembulatan 
nominal harga BBM menjadi hal yang biasa. Sebenarnya pelanggan SPBU 
telah membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga pada hakikatnya 
pelanggan dirugikan. Namun, pelanggan cenderung diam dan tidak mau 
mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak SPBU, sehingga hal ini 
menjadi kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian 
dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM 
PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM PEMBELIAN BENSIN 
(STUDI KASUS SPBU TANGEN Kab SRAGEN).” 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah praktik pembulatan nominal harga pembelian BBM yang 
dilakukan oleh karyawan SPBU di Tangen Kab Sragen? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembulatan nominal 
harga pembelian BBM yang dilakukan oleh karyawan SPBU di Tangen Kab 
Sragen? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui praktik pembulatan nominal harga pembelian BBM 
yang dilakukan oleh karyawan SPBU di Tangen Kab Sragen. 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pembulatan 
nominal harga pembelian BBM yang dilakukan oleh karyawan SPBU di 
Tangen Kab Sragen. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan 
konsumen terhadap pengembalian uang kembalian yang sesuai dengan hak 
konsumen pada khususnya 
2. Manfaat praktis 
a. Bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dalam tanggungjawabnya memberikan 
hak-hak konsumen 
b. Dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam penetapan 
harga menurut hukum Islam sehingga hal serupa tidak terjadi kembali. 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Jual Beli 
Pengertian jual beli menurut terminologi ba‟i berarti transaksi 
penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian 
dengan “fasilitas dan kenikmatan” dimaksud agar tidak termasuk 
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didalamnya aqad sewa menyewa dan pernikahan. Dari definisi bahwa inti 
jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang 
memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuaan yang telah dibenarkan 
syara‟ dan disepakati.6 
Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum jual beli, keutamaan yang 
harus mewarnai perniagaan adalah kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran 
secara umum diakui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang 
harus dimiliki pelaku usaha. Orang yang mempunyai keutamaan kejujuran 
tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis meskipun itu 
mudah dia lakukan, sementara pembeli memiliki kepercayaan. 
Dalam melakukan perniagaan harus dilakukan dengan azas 
kepercayaan. Islam sangat mementingkan kejujuran dalam bekerja karena 
pekerjaan tersebut adalah amanah bagi setiap orang, dan setiap orang harus 
mempertanggungjawabkannya. Maka, pada dasarnya pelaku usaha harus 
bekerja sebaik dan sejujur mungkin karena Allah selalu mengawasi 
sehingga tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk mempermainkan 
kepercayaan konsumen.  
Artinya dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tetap harus berada 
dalam aturan-aturan yang telah ada. Seorang pelaku usaha harus 
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), 
hlm.105. 
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menerapkan perilaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah 
sebagai berikut:
7
 
a. Kejujuran, sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang 
disenangi Allah, walaupun disadari sulit ditemukan orang yang dapat 
dipercaya. Kejujuran sangatlah penting dalam dunia bisnis, terutama 
dalam perdagangan, karena dengan adanya kejujuran maka hasil (profit) 
yang diraih oleh pedagang bukan hanya keuntungan materi semata 
melainkan juga menuai pahala dan bernilai ibadah. 
b. Keadilan, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek 
perekonomian. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam 
berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.  
c. Kehalalan, barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, 
baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam 
Islam boleh dengan siapapun, dengan tidak melihat agama dan 
keyakinan dari mitra bisnis, karena ini persoalan muamalah, yang 
penting barangnya halal. 
memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.  
2. Konsep ‘Urf 
 1. Pengertian ‘Urf 
‘Urf adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam bahasa kita, 
kurang lebih sama dengan Adat, kebiasaan. Jadi ‘Urf ini adalah kata lain 
dari adat. Masalah yang masuk dalam kaidah ini seperti: lamanya haid, 
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masa nifas, apa dan sampai nilai berapakah jual beli yang boleh dilakukan 
tanpa ijab qabul.
8
 
 Pada dasarnya, suatu perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah apabila 
perkara itu telah terjadi berulang kali.meskipun begitu, berapa kalilah perkala 
itu berulang,sehingga bisa adisebut dengan adat. 
2. Macam-macam „Urf 
Para ulama ushul Fiqh membagi „urfkepada tiga macam yaitu yang 
pertama dilihat dari segi objeknya, „urf dibagi kepada al-‟urf lafzhi (kebiasaan 
yang mencangkup ungkapan) dan al-‟urf al-‟mali (kebiasaan yang berbentuk 
perbuatan); kedua dilihat dari segi cakupannya, „urf terbagi dua, yaitu 
al-‟urf-‟am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‟urf al khash (kebiasaan 
yang bersifat khusus); ketiga dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan 
syara, „urf terbagi dua yaitu al-‟urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) 
dan al-‟urf al-fasid (kebiasaannya yang dianggap rusak).9 
3. Kaidah yang berkaitan dengan „Urf 
                 
 
Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan”.10  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu mengenai pembulatan nominal harga yang dibayar 
konsumen telah banyak dilakukan, di antaranya adalah: 
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Muhammad Taufiq Irsyadi melakukan penelitian tentang Tinjauan 
Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet 
(Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak 
dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama 
Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami 
khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam 
kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang 
tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di 
warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara.
11
 
  Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya 
menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dalam pembayaran sewa warnet 
sedangkan penelitian yang di tulis oleh peneliti sekarang adalah peneliti 
menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembulatan nominal 
dalam pembelian BBM di SPBU. 
  Sucica meneliti Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa 
Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC 
Panam). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan uang sisa 
pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant ini kurang sesuai dengan etika 
bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan 
dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, 
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 Muhammad Taufiq Irsyadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan 
Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara).Skripsi tidak 
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Muhammadiyah Surakarta, 2012). 
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pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (customer) dan 
hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain 
(customer). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan 
menzalimi salah satu pihak.
12
 
  Penelitian sebelumnya menggunakan persepsi konsumen dalam 
pembulatan uang sisa menurut perspektif ekonomi Islam studi kasus di Giant 
MTC Panam, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan 
hukum Islam dalam pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Tangen. 
  Sekar Dhatu Indri Hapsari meneliti Uang Kembalian dari Pelaku Usaha 
Yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto 
(Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Satria 
Tirtamasgasindo selaku operator SPBU bertanggung jawab atas kelalaian 
pegawai dalam hal tidak memberikan uang kembalian yang menjadi hak 
konsumen/pembeli. Hak konsumen tersebut sesuai dengan yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen. Tanggung jawab tersebut 
dengan memberi uang kembalian yang tidak diberikan oleh operator dan 
melakukan tindakan tegas berupa pemecatan kepada operator yang 
bersangkutan. Penggantian kerugian yang diberikan oleh PT. Satria 
Tirtamasgasindo tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK 
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 Sucica, “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut 
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”.Skripsi tidak diterbitkan.(Riau: 
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari‟ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau Pekanbaru, 2013). 
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mengenai kewajiban Pelaku usaha dan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung 
jawab pelaku usaha.
13
 
 Perbedaan penelitain terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan 
oleh penulis adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai hak 
konsumen yang diatur dalam UUD No 8 tAHUN 1999, sedangkan penelitian 
yang dilakukan peneliti saat ini adalah tinjauan hukum Islam dan juga praktek 
dalam pembulatan nominal harga. 
 M. Agung Nugroho meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih 
Harga Yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan 
disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari 
kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau 
akadnya fashid, jual-beli gharar memang dilarang dalam Islam, namun tidak 
semua gharar menjadi sebab pengharaman. Seperti selisih harga yang terjadi di 
Alfamart Ngaliyan memang ditemukan unsur ghararnya yakni dalam akad, 
namun unsur ghararnya ntidak menjadikan jual-beli ini dilarang, karena unsur 
gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang diperbolehkan 
dan yang terpenting dalam jualbeli diantara keduanya saling ridlo tidak ada 
paksaan.
14
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Alfamart Ngaliyan Semarang” Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas 
Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).Walisongo Semarang, 2015). 
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  Penelitian sebelumnya meneliti mengenai selisih harga yang terjadi di 
Alfamart Ngaliyan Semarang, sedangkan penelitian baru yang dilakukan oleh 
penulis saat ini adalah pembulatan nominal harga daalam pembelian BBM di 
SPBU Tangen Kab Sragen. 
  Ilham Rahmawati dan Ilasari meneliti Persepsi Masyarakat Terhadap 
Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari‟at Islam di 
Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa 
kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang dilakukan. 
Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa 
kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan 
penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan Islam tentang 
penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu dibolehkan melihat 
kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola Indomaret menyediakan 
permen sebagai gantinya. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang 
berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan“. Kemampuan 
dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, 
sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan 
mengadakan pengecualian hukum.
15
 
  Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang baru adalah 
perbedaan pada studi kasus yang dilakukan oleh penulis, mengenai tanggapan 
                                                          
15
 Ilham Rahmawati dan Ilasari. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada 
Transaksi Jual beli Menurut Syari‟at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota 
Palopo. Jurnal al-Ahkam (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo, Vol. VI No. 1, 
Juni 2016). 
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masyarakat terhadap pembulatan harga dan juga teoti yang digunakan oleh 
penulis ini adalah teori „Urf. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di 
lapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.
16
 Penelitian 
lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di SPBU Tangen 
Kab Sragen mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan 
nominal harga pembelian BBM di SPBU. Selanjutnya penelitian ini 
menggunakan pendekatan komparatif, yaitu metode penafsiran dengan 
jalan membandingkan (muqarina) 17 . Studi komparatif ini untuk 
membandingkan antara ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dengan 
praktik di lapangan tentang pembulatan nominal harga pembelian BBM di 
SPBU. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
                                                          
16
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm.38. 
17
 Al Fitri. Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta‟lili dan Istislahi). (Lampung: IAIN 
Raden Intan bandarlampung, 2011), hlm.21. 
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a. Data primer 
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung dari informan yaitu dari konsumen SPBU (anggota masyarakat), 
karyawan SPBU, penanggungjawab SPBU dan Manajer SPBU. 
b. Data sekunder 
Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 
peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga disebut dengan data 
tangan kedua. Peneliti menggunakan buku-buku bacaan, kamus, website 
yang ada kaitannya dengan sistem pembulatan nominal harga pembelian 
BBM di SPBU, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara 
bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses 
interaksi dan komunikasi.
18
 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 
atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan 
memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya. Dalam peneletian ini, peneliti melakukan 
wawancara langsung dengan konsumen SPBU, karyawan SPBU, 
penanggung jawab SPBU, mandor. 
                                                          
18
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm.47. 
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b. Kepustakaan 
Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data, maka penulis mencari 
mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan 
hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini serta arsip-arsip 
yang berhubungan dengan tinjauan hukum islam mengenai pembulatan 
harga atau mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 
c. Observasi 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan 
data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia 
sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang 
relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manuaia dan sekelompok aspek. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dan 
mengalamai langsung kejadian pembulatan nominal yang ada di SPBU 
Tangen Kab Sragen. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu dengan 
cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat 
per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari 
jawaban permasalahan yang akan dibahaas dan dapat ditemukan suatu 
kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
17 
 
menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti 
dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
19
 
Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) 
reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga 
komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 
menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen 
proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung 
terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah 
berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja 
konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan 
penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan 
bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. 
Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 
berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam 
proses pelaksanaan pengumpulan data.
20
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm.172.  
20
 Ibid., hlm.179. 
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H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun 
secara sistematis, diamana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
Dalam bab I adalah pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II adalah landasan teori yang berisi mengenai tinjauan umum 
tentang akad dalam perikatan Islam, jual beli, prinsip-prinsip muamalah dan 
teori „Urf. 
Bab III adalah deskripsi data penelitian pembulatan nominal dalam 
pembelian BBM di SPBU Tangen yang berisi hasil penelitian berupa profil 
gambaran lokasi penelitian yang menggambarkan sejarah dan latar belakang 
SPBU Tangen Kab Sragen, lokasi SPBU, struktur organisasi, praktek 
pembulatan harga dan sistem pengembalian. 
Dalam bab IV adalah analisis pembulatan nominal dalam pembelian 
BBM di SPBU Tangen ditinjau dari pandangan hukum islam terhadap praktik 
pembulatan nominal harga pembelian BBM yang dilakukan oleh karyawan 
SPBU Tangen Kab Sragen. 
Bab V adalah sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAB II 
AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. AKAD 
1. Pengertian Akad 
Menurut bahasa Aqad adalah Mengikat “Mengumpulkan dua ujung 
tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga 
bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagian sepotong benda.”1 
Aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: 
a. Perjanjian („ahdu) 
b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 
c. Perikatan („aqdu)2 
Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan 
syara, yang menentukan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga 
diartikan berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan 
seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Ijab merupakan 
pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, 
sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
3
 
2. Rukun-rukun „Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 
                                                          
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada , 2016). hlm. 44-45.  
2
 Ibid., hlm. 45.  
3
 Ibid., hlm. 46. 
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masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan ihtijan yang 
diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut: 
a. „Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki had dan 
terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.4 
b. Ma’qud ‘alaih} ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah 
(pemberian), dalam akad gadai, uatang yang dijamin seseorang dalam 
akad kafalah.
5
 
c. Maudhu’ al ‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual 
beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual ke 
pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan 
barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimiliki tanpa ada 
pengganti. Tujuan pokok akad ijarah ialah memberikan manfaat 
dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i‟arah adalah memberikan 
manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
6
 
d. Shigh}at al’aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah 
                                                          
4
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012). hlm. 
90. 
5
 Ibid., hlm. 91. 
6
 Ibid 
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perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan 
setelah adanya ijab. Pengertian ijab ialah bertukarnya sesuatu dengan 
yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 
terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan 
majalah, pembeli mengriman uang lewat pos wesel dan pembeli 
menerima majalah tersebut dari tukang pos.
7
 
3. Syarat-syarat Akad 
Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara‟ 
yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua 
macam, yaitu:  
a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. 
b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 
wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut 
syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, 
seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
8
 
Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 
akad: 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 
sah akad orang orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang 
gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau 
yang lainnya. 
                                                          
7
 Hendi Suhendi, Fiqh...., hlm. 47. 
8
 Ibid., hlm.49-50. 
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b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
c. Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melalukannya walaupun dia bukan aqid yang 
memiliki yang barang. 
d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti jual 
beli mulasamah. 
e. Akad yang memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn 
dianggap sebagai imbaaangan amanah. 
f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka 
bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, 
maka batallah ijabnya. 
g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 
berijab sudah pisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 
menjadi batal.
9
 
4. Berakhirnya Akad 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 
a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 
tenggang waktu 
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnya tidak mengikat 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap 
berakhir jika: 
                                                          
9
 Ibid., hlm.50. 
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i. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan 
salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi 
ii. Berlakunya khiyar syarat , aib, atau rukun 
iii. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 
iv. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
10
 
B. Ba’i/ Jual beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Ba’i (jual beli) menurut bahasa berarti menukarkan suatu benda dengan 
benda lain, sedangkan menurut syara ialah memberikan hak milik suatu 
benda dengan cara menukar berdasarkan ketentuan syara atau 
memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara 
ta’biid (mengekalkan) dengan harga benda tersebut.11 
Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya : 
a. Menurut ulama Hanafiyah: pertukaran harta(benda) dengan harga 
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 
b. Menurut Imam Nawawi: pertukaran harga dengan harga untuk 
kepemilikan. 
c. Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling 
menjadikan milik.
12
 
 
                                                          
10
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), hlm. 58-59.  
11
 Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi, Fat-Hul Qarib. Terj. Ibnu Zuhri, (Bandung: 
Trigenda Karya, 1995), hlm. 174.  
12
 Rachman Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-74. 
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun jual beli ada tiga yaitu: shighot, pelaku akad dan obyek akad. 
Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad 
terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. 
Shighot terdiri dari ijab dan qobul. 
a. Pelaku akad, yang meliputi syarat-syarat: 
a) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak syah 
jual belinya. 
b) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang llain 
sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29. 
c) Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditanggung 
walinya. 
d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum 
berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama membolehkan.
13
 
b. Obyek akad 
a) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan 
uang untuk dibelikan seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan 
suatu barang. 
b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada 
manfaatnya. 
                                                          
13
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah (Surakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 97-98. 
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c) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak 
dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada 
dilaut. 
d) Milik penuh dan penguasa penuh. 
e) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.14 
c. Shighot 
Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual 
barang ini sekian. Qobul adalah ucapan seorang pembeli saat terima 
barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Keadaan ijab dan qobul berhubungan. Artinya salah satu 
keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain. 
b) Makna keduanya harus mufakat. 
c) Tidak bersangkutan dengan orang lain. 
d) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara 
keduanya.
15
 
3. Dasar Hukum Jual Beli 
a. Q.S Al-Baqarah: 275 
                                        
 
Artinya : “..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”16 
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 Ibid., hlm. 98. 
15
 Ibid., hlm. 98-99. 
16
 Ibid., hlm. 106. 
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b. Q.S An-Nisa‟ ayat 29  
 ُكْنِم ٍضَار َت ْنَعًَةرَِتِ َنْوُكَت ْنَأَّلاِإ ِلِطَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْمأاْوُلُكَْأَتلااوُنَماَءَنْيِذَّلااَهُّ َيَأي ْم
( اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأاْوُل ُتْق ََتلاَو٩٢)   
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”17 
 
 
4. Macam-macam Jual Beli 
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat 
macam: 
a. Jual beli saham (pesanan) 
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli 
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 
barangnya diantar belakangan. 
b. Jual beli muqaya>dh>ah} (barter) 
Jual beli muqaya>dh>ah}  adalah jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, serti menukar baju dengan sepatu. 
c. Jual beli muthlaq 
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran. 
 
 
 
                                                          
17
 Ibid., hlm. 106. 
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d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. 
Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar 
dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang 
emas.
18
 
Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian: 
a. Jual beli yang menguntungkan (al-mura>bah}ah). 
b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya (at-tauliy}ah). 
c.  Jual beli rugi. 
d. Jual beli al-musa>wa>h}, yaitu penjual menyembunyikan harga 
aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling ridha, jual beli 
seperti inilah yang berkembang sekarang.
19
 
5. Hukum Jual Beli 
a. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli. 
b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila 
terpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih 
banyak hutang daripada hartanya). 
c. Haram, sebagaimana pada jenis-jenis jual beli yang terlarang, 
artinya tidak sesuai dengan ketentuan syara‟. 
d. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang 
dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang 
tersebut.
20
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6. Jual Beli yang Dilarang 
a. Transaksi gharar, adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang 
bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang 
mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik 
yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah 
maupun menyerahkan objek akad tersebut. Praktik gharar ini bisa 
terjadi dalam beberapa bentuk: gharar dalam kuantitas, gharar 
dalam kualitas, gharar dalam harga, dan gharar dalam waktu 
penyerahan. 
b. Transaksi ikra>h}, adalah jual beli yang dilakukan dengan unsur 
paksaan. Paksaan dalam bisnis dua macam, yaitu: pPaksaan 
sempurna (ikra>h} mulji), yaitu seorang terpaksa melakukan 
transaksi bisnis karena terancam akan dibunuh atau akan dianiaya 
secara fisik. Kemudian aksaan tidak sempurna (ikra>h} gairu 
mulji), yakni paksaan yang tidak langsung secara fisik. Kedua 
jenis paksaan ini terlarang dalam transaksi bisnis islami. 
c. Transaksi naja>syi>, berkaitan dengan iklan dan promosi palsu. 
Persaingan bisnis yang semakin ketat mengakibatkan biaya 
promosi meningkat. Untuk semakin menarik daya pikat, promosi 
pun dibuat dengan berlebih-lebihan. Sehingga seringkali kualitas 
dan fungsi barang tak sesuai dengan yang dipromosikan.  
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 Masjupri, fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), hlm. 108. 
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d. Transaksi ta>dlis, adalah perdagangan dengan penipuan. Jika 
dalam garar baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui 
kualifikasi barang (unknown to both parties), maka dalam tadlis 
hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya (unknown to one 
parties), pembeli atau penjual.  
e. Ih’tikar, adalah menimbun barang untuk menaikan harga. Praktik 
menimbun barang dagangan sering dijumpai. Dalam praktik ini, 
seseorang, membeli barang yang masih murah dengan harga 
tertentu dan disimpan untuk dijual kembali ketika harga sudah 
melambung tinggi. 
f. Monopolistic rent, mengambil keuntungan di atas keuntungan 
normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang 
lebih tinggi. 
g. Banyak bersumpah untuk meyakinkan pembeli, untuk 
meyakinkan pembeli seringkali seorang penjual atau pemasar 
mengumbar sumpahnya. Demi Allah, Demi Rasul, kualitasnya 
paling baik, harga paling murah, ini yang terkahir, dan sebagainya 
adalah kata-kata manis yang dilontarkan oleh penjual untuk 
meyakinkan pembeli.  
h. Mengingkari janji, perjanjian atau akad ini adalah sesuatu yang 
harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap 
sebuah perjanjian, kontrak atau akad adalah bentuk 
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pengkhianatan. Bisa disebut pula sebagai cara bathil dalam 
berbisnis.  
i. Menjual barang haram / subhat, jual beli yang sesuai syariah akan 
batal jika barang yang diperjualbelikan diketahui sebagai barang 
haram, misalnya hasil curian, barang yang memabukkan dan lain 
sebagainya yang dilarang dalam Islam baik dalam membuat, 
mendapatkan maupun jalan transaksinya. 
j. Mematikan pedagang kecil, kesejahteraan umat secara 
keseluruhan adalah tipikal agama Islam sebagai Rahmatan Iil 
„Alamin. Rasulullah mengajarkan agar memelihara 
keseimbangan bisnis orang kota (konglomerat) dan bisnis orang 
desa (pedagang kecil dan kaki lima).
21
 
7. Sifat-sifat Jual Beli 
Adapun sifat-sifat jual beli adalah: 
a. Jual beli sha>hih} adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang 
melakukan akad. 
b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 
rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang akad 
bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau anak 
kecil. 
                                                          
21
 Hendi Suhendi, fiqih...., hlm. 82-83. 
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c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat 
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, 
seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyis, tetapi 
bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
22
 
8. Objek Harga 
Tsaman adalah harga yang disepakati oleh kedua pihak dalam sebuah 
akad, sedangkan qimah adalah harga (nilai) yang berlaku secara umum. 
Adapun dain adalah harga yang dibebankan kepada pihak lain karena 
sebab-sebab seperti merukakkan barang orang lian, utang piutang, jual 
beli dll.
23
 
Syarat-syarat harga sebagai berikut: 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. 
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, 
seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga 
barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu 
pembayarannya harus jelas. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharamkan syara‟, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini 
tidak bernilai dalam syara‟.24 
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Permen (Studi Kasus Di Swalayan Mitra Kartasura)”, Skripsi, Fakultas Syariah Prodi 
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Penjelasan pengertian mabi‟ dan tsaman dalam jual beli, perlu 
diperhatikan hal-hal sebagi berikut: 
1. Nuqud (mata uang) seperti emas, perak atau uang kertas jika 
berfungsi sebagai alat pembayaran, maka ia berlaku sebagai 
tsaman, sedangkan barang yang ditukar dengannya selamanya 
sebagai mabi‟. 
2. Barang yang tidak ada padananya (qimiyyat) jika diperuntukkan 
dengan barang yang banyak padanannya (misliyyat), maka yang 
pertama sebagai mabi‟ sedangkan yang kedua sebagai tsman. 
3. Barang misliyyat jika dipertukarkan dengan mata uang, maka 
barang tersebut sebagai mabi‟. Namun jika barang misliyat tersebut 
bersifat tempo, seperti dalam jual beli salam, maka ia berlaku 
sebagai tsaman.  
4. Barang qimiyyat ditukarkan dengan barang qimiyyat lainnya, 
masing-masing berlaku sebagai mabi‟ dan dari sisi lainnya berlaku 
sebagai tsaman.
25
 
C. Prinsip-prinsip Hukum Muamalah 
Dalam Hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan oleh Al-Quran dan rusul, karena hukum Islam memberi 
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kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 
b) Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung 
unsur paksaan, karena untuk memperingatkan agar kebebasan kehendak 
pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. 
c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan 
menghindari mudharat dalam hidup masyarakat karena menghindarkan 
bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat. 
d) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unssur pengembalian kesepakatan dalam kesempitan (penindasan). 
D. Teori ‘Urf 
1. Pengertian„Urf 
Secara etimologi, „Urf berati “yang baik”. Para ulama ushul fiqh 
menbedakan antara adat dengan „urf dalam membahasan kedudukannya 
sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara‟. adat 
didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa 
adanya hubungan rasional.
26
 
Definisis ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan 
secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. 
Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat ini mencakup persoalan yang 
amat luas, yang menyangkut permaslahan pribadi, seperti kebiasaan 
seorang dalam tidur, makan, mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.137-138. 
34 
 
permasalahan yang menyangkut orang banyak yaitu sesuatu yang 
berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga 
bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, 
sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti 
perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.
27
 
2. Sesuatu dapat dikatakan Adat 
Pada dasarnya, suatu perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah 
apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Berapa kalilah perkara itu 
berulang, sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada 
masalahnya: 
a. Adat yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, 
seperti: seorang budak yang walaupun hanya sekali saja ngompol (kencing 
pada waktu tidur), ia sudah dapat disebut berpengadatan suka ngompol. 
b. Ada yang harus telah berulang tiga kali, baru dianggap sebagai adat, 
seperti: perkiraan masa haid dan masa suci. 
c. Ada yang baru bisa disebut sebagai adat setelah melalui pengulangan 
lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya, seperti: 
anjing pemburu, supaya anjing itu benar-benar memiliki ke ahlian (adat) 
dalam memburu binatang buruan, haruslah dilakukan pelatian dan 
percobaan berulang-ulang. 
d. Ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat, meskipun telah terjadi 
terulang-ulang, seperti: seorang perempuan yang tiap kali melahirkan 
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tidak mengeluarkan darah (jadi tidak nifas). lalu suatu ketika, sehabis 
melahirkan untuk kesekian kalinya, ia mengeluarkan darah. Darah itu 
terhitung sebagai darah nifas dan tidak boleh ditetapkan bahwa darah itu 
bukan nifas, walaupun telah banyak kali terjadi tidak nifas.
28
 
3. Macam-macam „Urf 
 Para ulama ashul fiqh membagi „urf kepada tiga macam:  
1) Dari segi objeknya,„urf dibagi kepada: al-‟urf al lafzhi (kebiasaan 
yang mencangkup ungkapan) dan al-‟urf al-‟mali/ (kebiasaan 
yang berbentuk perbuatan). 
a) Al-‟urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal/ uangkapan tertentu dalam 
mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah 
yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, 
misalnya kebiasaan masyarakat telah mengkhususkan 
penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam 
memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka 
tidak dinamakan „urf. 
b) Al-‟urf al-‟amali adalah kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah 
keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah 
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka 
yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, misalnya 
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kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu 
dalam acara khusus. 
 Adapun yang terkaitan dengan muamalah perdata 
adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau 
transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaa masyarakat 
dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli diantar 
ke rumah pembeli oleh penjualnya apabila barang itu berat 
dan besar seperti lemasi es dan peralatan rumah tangga 
lainnya.
29
 
2) Dari segi cakupannya, „urf terbagi dua, yaitu al-‟urf-‟am 
(kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‟urf al khash (kebiasaan 
yang bersifat hkusus). 
a) Al-‟urf al-‟am adalah kebiasaan tertentu yang belaku secara 
luas seperti masyarakat dan diseluruh daerah. Contoh 
kebiasaan yang berlaku bahwa barat barang bawaan bagi 
setiap penumpang pesawat terbang adalah dua kilogram. 
b) Al-‟urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan 
masyarakat tertentu, seperti kebiasaan yang berlaku 
dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembela hukum 
yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh 
kliennya. „urf al-khash ini tidak terhitung jumlahnya dan 
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senantiasaberkembnag sesuai dengan perubahan situasi dan 
kondisi masyarakat.
30
 
3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, „urf terbagi dua: 
yaitu al- „urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al- „urf 
al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) 
a) Al-„Urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di 
tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan 
nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan 
mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.. 
b) Al- „urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 
dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟. 
Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang yang 
menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama 
pedagang, uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta dalam 
tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah 
apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%.
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4. Kaidah yang Berkaitan dengan „Urf 
                 
“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.32 
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5. Syarat-syarat „Urf 
a) „Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang 
berifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya urf 
itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas 
masyarakat tersebut. 
b) „Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan 
ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya „urf yang akan 
dijadikan dandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus 
yang akan ditetapkan hukumnya.  
c) „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 
dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila 
kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang 
harus dilakukan. 
d) „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, seingga menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. „Urf 
seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara‟, karena kehujjatan 
„urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung 
hukum permasalahan yang dihadapi.
33
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BAB III 
PELAKSANAAN PEMBULATAN NOMINAL DALAM PEMBELIAN BBM  
 
A. Gambaran Umum SPBU Tangen1 
SPBU Tangen Kab Sragen berada di wilayah Tangen yang terletak 
disebelah selatan kantor Kecamatan Tangen dan di sebelah barat lapangan 
Tangen, dan tepatnya SPBU Tangen ini beralamatkan di Jl. Raya Tangen, 
Katelan, Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 5726.  
SPBU Tangen pertama kali didirikan pada tahun 2015 yang berbentuk 
perusahaan mitra PT.Pertamina yaitu stasiun pengisian bahan bakar yang 
merupakan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat luas yang disediakan 
oleh PT.Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat 
umum. Seperti di SPBU lainnya, SPBU Tangen menjual bahan bakar sejenis 
pertamax, pertalite dan pertamax plus tetapi tidak menjual bahan bakar seperti 
solar dan premium. SPBU Tangen merupakan SPBU milik pemerintah kab 
Sragen. Pada saat didirikan pada tahun 2015 SPBU ini mendapatkan no 
registrasi bangunan dan operasi dari pertamina dengan no 44.572.23. 
SPBU Tangen merupakan bagian dari jaringan PT.Pertamina, dimana 
terdapat klasifikasi SPBU yaitu SPBU Pertamina Pasti Pas pada tahun 2015 
yang telah bersertifikat. Konsumen mengharap mendapatkan kualitas dan 
kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah dari karyawan SPBU 
serta konsumen mendapat fasilitas yang nyaman. 
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Konsumen mengharapkan mendapatkan kualitas dan kuantitas BBM yang 
terjamin karena SPBU ini merupakan klasifikasi SPBU PASTI PAS. SPBU ini 
juga menjamin Kualitas dan Kuantitas BBMnya dengan menggunakan alat 
ukur yang berupa monitoring yang memenuhi standart dari PT.Pertamin untuk 
menjamin ketetapan takaran. Untuk menjamin ketetapan takarannya SPBU 
melakukan test ketetapan volume sebanyak 3 kali secara rutin Untuk 
memastikan kepada konsumen bahwasannya konsumen mendapatkan takaran 
yang pas maka operator menunjukkan ke layar monitor kepada konsumen 
bahwa di mulai dari nol sebelum mulai pengisian.  
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPBU Tangen: 
a. Sarana pemadam kebakaran yang sudah sesuai dengan pedoman 
PT.Pertamina 
b. Sarana saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer 
diarea SPBU kedalam tempat penampungan. 
c. Sistem Keamanan: 
i. Memiliki pipa ventilasi tangki pendam 
ii. Memiliki tembok pembatas atau pagar pengaman 
iii. Terdapat rambu-rambu tanda peringatan. 
d. Sistem penerangan: 
i. SPBU Tangen memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh 
area dan jalur pengisian BBM agar SPBU Tangen terlihat oleh 
pengendara 
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ii. Papan penunjuk SPBU, supaya pengendara umum yang bukan 
masyarakat Tangen lebih mudah mengetahui keberadan SPBU. 
e. Peralatan dan kelengkapan BBM sesuai standar PT.Pertamina: 
i. Tangki pendam, yang berguna untuk menampung BBM 
ii. Pompa. 
f. Lambang PT. Pertamina dan juga lambang PASTI PAS. 
g. Fasilitas umum: 
i. Toilet 
ii. Mushola 
iii. Lahan parkir yang cukup luas 
iv. Mini market. 
h. Rambu-rambu SPBU berupa: 
i. Dilarang merokok 
ii. Dilarang menggunakan telepon seluler 
iii. Dilarang memotret di area SPBU 
iv. Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran 
1. Visi dan Misi 
Sebagai perusahaan milik pemerintah yang harus selalu berkembang, 
maka SPBU mempunyai Visi dan Misi: 
Visi:  a. Melayani konsumen dengan sepenuh hati  
b. Kepuasan konsumen menjadi prioritas. 
Misi:  Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar 
minyak.  
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2. Struktur Organisasi 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan 
yang melingkupinya struktur organisasi bukan hanya menggambarkan sistem 
koordinasi kerja tetapi juga kekuatan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya 
struktur organisasi diharapkan dapat melancarkan jalannya perusahaan dan 
masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada SPBU Tangen.  
Untuk mengetahui hubungan kerjasama antara karyawan baik tingkat 
bawah, menengah maupun tingkat atas, penulis akan menguraikan tentang 
struktur organisasi yang bersumber langsung dari SPBU Tangen Kab Sragen.  
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STRUKTUR ORGANISASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian Tugas Dari Struktur SPBU 
1. Pemilik SPBU 
Tugas dan Tanggung jawabnya 
a. Menerima hasil “return on investmen” yang tertentu dari perusahaan 
b. Menerima laporan-laporan perusahaan yang akan datang dan yang 
sekarang dari kepala SPBU 
Pemilik SPBU 
Kepala 
SPBU 
Walik 
SPBU 
Internal 
Audit 
Personalia  Keuangan  
Satpam Operator Cleaning 
Service 
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c. Menyetujui kepala SPBU dalam menggunakan optimum dan 
rencana-rencana jangka panjang 
2. Kepala SPBU  
Tugas dan Tanggung Jawabnya: 
a. Sebagai pemimpin perusahaan dan pengganti  
b. Menciptakan hubungan kerja yang serasi antara kepala-kepala divisi 
atau bagian-bagian untuk kelancaran perusahaan 
c. Bertanggungjawab langsung kepada pemilik SPBU atau pelaksanaan 
tugas operasional 
3. Wakil Kepala SPBU 
Tugas dan Tanggungjawabnya: 
a. Bertanggungjawab kepada kepala SPBU 
b. Menggantikan tugas kepala SPBU jika berhalangan untuk datang 
4. Internal Audit 
Tugas dan Tanggungjawab: 
a. Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap segenap harta 
perusahaan 
b. Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap tingkat kebenaran 
setiap pelaporan data kepada manajeman  
c. Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap ketepatan serta 
penerapan sistem prosedur keuangan termasuk pengadministrasian 
dalam meningkatkan ekektifitas pengawasan terhadap kegiatan 
perusahaan 
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5. Keuangan  
Tugas dan Tanggungjawabnya: 
Mengadakan pencatatan secara menyeluruh tentang data perusahaan 
yang berhubungan dengan keuangan yang meliputi pengujian laporan 
daalam bentuk laporan keuangan. 
 
6. Personalia  
Tugas: 
a. Mengurusi kepegawaian, termasuk gaji karyawan 
b. Sebagai wakil perusahaan bila ada pertemuan di luar perusahaan 
c. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian 
Tanggungjawabnya adalah membantu dalam bidang kepegawaian 
7. Satpam 
Tugas dan Tanggungjawabnya: 
a. Satpam mempunyai tugas untuk menjaga semua keamanan dan juga 
semua investaris milik SPBU 
b. Bertanggungawab untuk mengamankan situasi dan kondisi SPBU 
sehingga siapapun akan merasa nyaman berada di SPBU 
c. Mengawasi kelangsungan penjualan BBM kepada konsumen 
8. Operator 
Tugas dan Tanggungjawabnya: 
a. Melakukan transaksi langsung dengan konsumen 
b. Melaporkan hasil penjualan BBM kepada kepala SPBU 
46 
 
c. Melayani konsumen dengan baik dan sepenuh hati 
9. Cleaning Servise 
Tugasnya membersihkan area SPBU dan bertanggungjawab terhadap 
kebersihan dan kenyamanan SPBU. 
B. Proses Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian BBM 
Jual beli merupakan salah satu aktivitas/pekerjaan yang umum di lakukan, 
karena selain di perbolehkan menurut agama, jual beli juga dapat menjadi 
sarana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya jual beli bensin 
yang dilakukan di SPBU Tangen, sebagai salah satu tempat jual beli bahan 
bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.  
SPBU Tangen adalah suatu perusahaan mitra PT.Pertamina yang 
merupakan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat dalam kebutuhan 
bahan bakar minyak seperti Pertalite, Pertamax dan juga Pertamax Plus. 
 Dalam pembelian BBM di SPBU pada dasarnya setiap BBM yang yang 
keluar dari layar monitor harus sesuai dengan permintaan konsumen dan 
konsumen melakukan pembayaran yang sesuai, tetapi lain halnya dengan 
pembulatan nominal yang dilakukan oleh operator SPBU, misalnya harga 
BBM pertamax yang terisi di sepeda motor konsumen dengan harga RP. 
19.825 tetapi operator SPBU melalukan pembulatan harga menjadi Rp.20.000 
dan operator tidak memberikan kembalian yang harusnya diberikan kepada 
pembeli Rp.175.  
Maka dari kasus pembulatan nominl harga dalam pembelian BBM penulis 
melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari 
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pihak-pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada Kepala SPBU, 
Karyawan/operator SPBU dan juga kepada pembeli mengenai pembulatan 
nominal harga di SPBU Tangen. 
 Menurut kepala SPBU Tangen yang mempunyai kewenangan akan semua 
peraturan yang terjadi di SPBU, penulis mendapatkan informasi dari Bapak 
Suparwanto (sebagai kepala SPBU Tangen Kab Sragen) Bapak Suparwanto 
mengatakan bahwa, untuk masalah pembulatan nominal harga dalam 
pembelian BBM, kepala SPBU mengatakan bahwa Manajer tidak 
menganjurkan untuk melakukan pembulatan harga tetapi setiap pengisian 
penuh/full di tanki sepeda motor maka mesin monitor jarang sekali bahkan 
tidak mungkin bisa pas, karena setiap tetes BBM yang keluar otomatis 
langsung jalan digital angka dilayar monitor. 
 Untuk pembulatan harga tersebut kepala SPBU Tangen melarang 
karyawan melakukan pembulatan harga diatas Rp. 100. Adapun juga alasan 
Manajer membolehkan pembulatan harga dibawah Rp.100 karena mata uang 
dibawah Rp.100 sudah sulit didapatkan, selain itu Manajer juga memberikan 
aturan kepada karyawan mengenai pembulatan harga, apabila konsumen ada 
yang komplain maka pihak Manajer memberikan sanksi berupa pemecatan.
2
 
 Pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tangen 
merupakan hal yang biasa terjadi di SPBU, seperti halnya yang terjadi di SPBU 
Tangen Kab Sragen. 
                                                          
2
 Wawancara dengan Bapak Suparwanto (Kepala SPBU Tangen), Tanggal 30 April 
2018. 
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 Pembulatan noinal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tangen sudah 
menjadi kebiaaan yang dilakukan oleh karyawan atau operator SPBU. Jadi 
setiap kali karyawan melakukan pembulatan nominal harga, karyawan tidak 
mempermasalahkanya dan karyawan melakukan hal tersebut karena sudah 
menjadi hal yang biasa di SPBU. Selanjutnya penulis melakukan wawancara 
dengan karyawan SPBU Tangen dan memperoleh informasi dari beberapa 
karyawan SPBU mengenai praktek pembulatan nominal harga pembelin BBM 
di SPBU Tangen dari karyawan SPBU Tangen yang bernama Wiwik (20 
tahun), Wiwik menyatakan bahwa ia melakukan pembulatan harga karena 
sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di SPBU Tangen kalau tidak tersedianya 
atau minimnya uang receh, tidak mungkin dijaman sekarang uang receh Rp. 50 
ada/ beredar bahkan uang Rp.100 pun sekarang juga jarang tersedia, kalau 
untuk uang receh Rp. 500 mungkin masih tersedia, disamping minimnya uang 
receh yang tersedia terkadang pembeli juga tidak memperdulikan kembalian 
dibawah Rp.500, sampai sekarang pun pembeli juga belum ada yang komplain 
mengenai masalah kembalian yang tidak diberikan. Sedangkan uang kelebihan 
tersebut biasanya menjadi hak karyawan dan biasanya uang kelebihan itu 
menjadi tambahan uang makan karyawan. Karyawan melakukan hal tersebut 
dengan sepengetahuan dari pihak atasan seperti kepala SPBU dan mandor.
3
 
 Umul (22 tahun) karyawan SPBU Tangen mengatakan untuk pembulatan 
harga BMM di SPBU Tangen, bahwasannya pembulatan yang dilakukan oleh 
karyawan karena tidak mendukungnya uang receh di bawah Rp. 200, karyawan 
                                                          
3
 Wawancara dengan Wiwik (Karyawan SPBU Tangen), Tanggal 30 April 2018. 
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melakukan pembulatan harga di bawah Rp. 200 itu sudah menjadi hal yang 
biasa atau wajar. Karyawan melakukan hal tersebut juga dengan 
sepengetahuan dari pihak atasan. Umul juga mengatakan bahwa pembulatan 
semacam ini tidak hanya terjadi di SPBU Tangen jaga bahkan SPBU lain juga 
melakukan pembulatan harga seperti SPBU Tangen. Biasanya karyawan 
menngunakan uang hasil kelebihan pembulatan tersebut untuk uang tambahan 
makan dan juga uang tambahan bensin karyawan sendiri.
4
 
 Dari urain diatas dan informasi yang di dapatkan dari wawancara kepada 
karyawan SPBU maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karyawan atau 
operator SPBU Tangen melakukan hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan 
yang yang dilakukan operator SPBU dalam melakukan pembulata nominal 
harga pembelian BBM tersebut dengan alasan minimnya uang receh yang 
tersedia di SPBU dan tidak beredarnya uang receh dengan jumlah nominal 
tertentu. 
 Mengenai praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di 
SPBU Tangen Kab Sragen yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa 
informasi wawancara kepada pembeli BBM di SPBU Tangen yang dapat 
mewakili sebagian masyarakat mengenai kasus pembulatan nominal harga 
dalam pembelian BBM. 
 Menurut Ibu Ari (34 tahun) yang beralamatkan di Desa Ngerombo RT 11 
Tangen Kab Sragen. Ibu Ari pernah mengalami pembulatan harga saat 
membeli BBM pertamax dengan permintaan penuh dan tanki sepeda motorya 
                                                          
4
 Wawancara dengan Umul (Karyawan SPBU Tangen) Tanggal 30 April 2018. 
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penuh dengan terisi Rp. 15.950 dan Ibu Ari membayar dengan uang Rp.16.000 
tetapi petugas SPBU tidak memberikan kembalian Rp.50 tersebut. Tanggapan 
ibu Ari mengenai hal tersebut sudah biasa terjadi di SPBU manapun, tidak 
hanya di SPBU Tangen saja karena tidak tersedianya uang receh, mungkin 
kalau Rp.200 atau Rp.500 masih diberikan kembalian dari pihak operator 
tetapi kalau Rp.50 petugas SPBU tidak menyediakan.
5
 
 Menurut Monica (18 tahun) yang beralamatkan di Desa Ngerombo RT 11 
Tangen Kab Sragen. Ia memberikan jawaban mengenai pembulatan nominal 
harga saat pembelian BBM, bahwasannya dia pernah mengalamai saat 
pembelian pertamax dengan permintaan penuh dan tanki sepeda motor terisi 
penuh 1L lebih dengan harga yang tertera dilayar monitor Rp.18.850 tetapi 
petugas hanya memberikan kembalian kepadanya Rp.1000 dan tidak 
memberikan kembalian Rp.150, tanggapan Monica mengenai tidak 
dikembalikannya Rp.150 itu tidak menjadi masalah karena menurut Monica 
uang Rp.150 merupakan uang kecil yang tidak cukup berguna dan hal tersebut 
juga sudah biasa karena langkanya uang receh.
6
 
 Menurut Diah (23 tahun) yang beralamatkan di Desa Ngerombo RT 13 
Tangen Kab Sragen. Ia tidak pernah mengalami hal pembulatan harga saat 
membeli BBM tetapi pernah melihatnya saja, dan ia berpendapat mengenai hal 
tersebut bahwasannya seperti itu sudah menjadi hal yang biasa bahkan pembeli 
tidak begitu memperhatikan akan uang kecil yang di bawah Rp. 500, mungkin 
                                                          
5
 Wawancara dengan Ibu Ari (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 28 April 2018. 
6
 Wawancara dengan Monica (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 28 April 2018. 
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kalau di atas Rp.500 pembeli ada yang merasa dirugikan tetapi kalau di bawah 
Rp. 500 pembeli tidak memperdulikan.
7
 
 Menurut Bapak Slamet (41 tahun) yang beralamatkan di Desa Ngerombo 
RT 11 Tagen Kab Sragen. Bapak Slamet memberikan jawaban mengeni 
membulatan nominal harga pembelian BBM di SPBU Tangen yang sama 
dengan Monica dan Ibu Ari yaitu tidak masalah karena sudah menjadi hal yang 
biasa. Bahkan beliau sering mengalami pembululatan harga saat membeli 
pertamax karena beliau sering membeli dengan permintaan penuh, tetapi 
pembulutan harga yang dialami pak Slamet hanya di bawah Rp.200. Menurut 
Bapak Slamet sebaiknya operator SPBU meminta persetujuan terlebih dahulu 
dari pembeli, toh mungkin ada pembeli yang keberatan akan hal itu walaupun 
ada juga pembeli yang tidak memperhatikan dan cuek. Tetapi masalah 
pembulatan harga dalam pembelian BBM di SPBU saat ini sudah menjadi hal 
yang wajar di jaman sekarang karena langkanya uang receh juga, “ujar Bapak 
Slamet”.8  
 Selain itu konsumen lain yaitu ibu Yuni (39 tahun) yang beralamatkan di 
Desa Ngablak RT 08 Tangen Kab Sragen. Ibu Yuni pernah mengalami hal 
serupa mengenai pembulatan nominal harga pembelian BBM di SPBU 
Tangen, bahwasannya Ibu Yuni membeli BBM pertamax dengan permintaan 
Rp.20.0000 tetapi tanki belum sampai terisi Rp.20.0000 tanki sepeda motornya 
sudah terisi penuh Rp.19.725, sama dengan konsumen lain yang penulis 
wawancara bahwasannya Ibu Yuni juga tidak mendapat kembalian dari 
                                                          
7
 Wawancara dengan Diah (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 29 April 2018. 
8
 Wawancara dengan Bapak Slamet (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 2 Mei 
2018. 
52 
 
operator SPBU dan menurutnya saat tidak mendapat kembalian Rp.275 itu 
sudah biasa dan tidak masalah, tidak merasa dirugikan juga karena saat ini 
uang receh Rp.25/Rp.50 sudah sedikit peredarannya dan sulit untuk 
ditemukan, selain itu uang receh tersebut sudah tidak aji atau bernilai.
9
 
 Raffy (18 Tahun) yang beralamatkan di Desa Ngablak RT 08 Tangen Kab 
Sragen. Ia mengatakan bahwasanya pernah mangalami pembulatan nominal 
harga saat pembelian BBM pertalite di SPBU Tangen, dengan permintaan 
pembelian tanki sepeda motor penuh, dan terisi penuh dengan jumlah nominal 
Rp. 21.730 tetapi operator SPBU meminta Raffy melakukan pembayaran 
sejumlah Rp. 22.000 tapi Raffy tidak mendapatkan sisa kembalian tersebut. 
Dan menurut Raffy tidak dikembalikannya sisa uang kembalian tersebut 
menurutnya tidak masalah karena jumlah nominalnya sedikit dan uang receh 
kembalian sejumlah Rp. 270 tidak begitu berarti, menurutnya uang receh Rp 70 
saat ini juga tidak mungkin beredar dijaman sekarang.
10
 
 Mengenai tanggapan masyarakat yang penulis dapatkan dari wawancara 
kepada konsumen SPBU Tangen terhadap pembulatan harga dalam pembelian 
BBM di SPBU Tangen rata-rata pendapat masyarakat mengenai hal tersebut 
tidak mempermasalahkan karena nilai mata uang yang dibulatkan oleh 
operator SPBU tidak begitu besar jumlahnya nilainya atau jumah uang yang 
kecil yang tidak begitu bermilai. 
 
 
                                                          
9
 Wawancara dengan Ibu Yuni (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 2 Mei 2018. 
10
 Wawancara dengan Andreas (Pembeli BBM di SPBU Tangen), Tanggal 4 Mei 2018. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMBULATAN NOMINAL DALAM PEMBELIAN BBM DI 
SPBU TANGEN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kesepakatan yang dibuat antara 
pihak penjual dan pembeli, pada praktik pembulatan nominal dalam pembelian 
BBM di SPBU Tangen, tinjauan hukum islam dan teori ‘urf sebagaimana yang 
telah dijabarkan pada bab II. 
A. Analisis Pembulatan Nominal Ditinjau dari Hukum Islam 
1. Aspek Akad Jual Beli BBM 
Prinsip Muamalah dalam jual beli yang paling penting adalah suka 
sama suka antara pembeli dan penjual, penjual dan pembeli dapat 
mengungkapan hal tersebut tidak hanya dengan ungkapan lisan saja tetapi 
bisa dengan cara, seperti dengan isyarat, tulisan, dan juga perbuatan. Seperti 
yng terjadi pada SPBU Tangen terjadi transaksi antara penjual (operator 
SPBU) dan pembeli, yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan 
oleh pembeli kepada penjual bahwasannya pembeli melakukan pembelian 
BBM dengan  jumlah nominal yang diminta pembeli kepada penjual.  
Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam Bab II mengenai 
rukun akad jual beli yang meliputi: 
a. Aqid yaitu orang yang berakad. Dalam Jual beli harus terdapat 
penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyediakan 
barang dan jasa, sedangkan pembeli adalah orang yang 
membutuhkan barang atau jasa tersebut. Maka dalam pembelian 
BBM di SPBU Tangen sudah memenuhi rukun akad yang pertama 
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yaitu adanya penjual dan pembeli dalam pembelian BBM di SPBU 
Tangen.  
b. Ma’qud yaitu benda-benda atau barang yang diakadkan. Dalam 
transaksi jual beli barang yang diperjual belikan atau diakadkan 
harus jelas akan keberadaan barangnya. Dalam praktek pembelian 
BBM di SPBU Tangen juga sudah terdapat benda atau barang yang 
diakadkan dalam pembeliannya yaitu berupa bahan bakar minyak 
(BBM) seperti Pertalite dan Pertamax. 
c. Maudhu’ al ‘aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Dalam praktek pembelian BBM di SPBU Tangen akad atau 
perjanjian yang dilakukan antara pembeli dan penjual bermaksud 
untuk melakukan pembelian BBM di SPBU Tangen.  
d. Shighat al’aqd yaitu ijab dan qabul. Di dalam akad jual beli ijab 
dan qabul merupakan rukun dari sah dan tidaknya transaksi jual 
beli tersebut. Dalam pembelian BBM di SPBU Tangen juga sudah 
memenuhi rukun akad yang keempat yaitu adanya ijab dan qabul 
antara penjual dan pembeli. Yang pertama pembeli meminta 
kepada penjual mengenai jumlah nominal pembelian BBM, dan 
yang kedua penjual memberikan BBM kepada pembeli sesuai 
nominal yang diminta oleh pembeli diawal. 
Maka dapat dilihat dari segi rukun akad jual beli dalam pembelian 
BBM yang terjadi di SPBU Tangen sudah memenuhi rukun akad jual beli 
yang meliputi orang yang berakad, benda-benda yanng diakadkan, tujuan 
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atau maksud pokok mengadakan akad, dan juga ijab qabul, tetapi untuk 
kasus pembulatan nominal atau pengembalian uang sisa antara penjual dan 
pembeli tidak memenuhi rukun akad jual beli, karena tidak adanya shighat 
al’aqd, yaitu ijab dan qabul karena dalam hukum Islam/fiqh muamalah 
sudah dijelaskan bahwasannya dalam jual beli harus memenuhi rukun jual 
beli salah satunya adalah ijab dan qabul yang diucapkan di awal akad, tetapi 
pada realitanya yang terjadi di SPBU Tangen penjual tidak mengembalikan 
sisa uang pembeli, penjual melakukan pembutulatan nominal harga 
pembelian BBM tersebut tanpa ada kesepakatan yang diucapakan oleh 
penjual kepada pembeli untuk melakukan pembulatan nominal harga 
kembalian yang harusnya menjadi hak pembeli. 
2. Aspek Harga dalam Jual Beli BBM 
Semua transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli 
pasti ada kesepakatan harga yang disepakati terlebih dahulu diawal 
transaksi. Berdasarkan objek harga dalam hukum Islam, menjelaskan 
mengenai harga yaitu tsaman adalah harga yang disepakati oleh kedua 
pihak dalam sebuah akad dan hukum Islam dalam jual beli juga 
menjelaskan mengenai syarat harga yang harus dipenuhi dalam melakukan 
transaksi jual beli diantaranya adalah : 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
Dalam praktek pembelian BBM di SPBU Tangen juga sudah jelas 
mengenai jumlah nominal harga yang diminta oleh pembeli dan 
operator memberikan dengan jumlah yang sesuai. 
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b. Boleh diserahkan pada waktu akad. Seperti dalam transaksi jual beli 
BBM di SPBU Tangen juga diserahkan pada waktu diawal akad 
transaksi yang berupa uang. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharamkan syara‟, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini 
tidak bernilai dalam syara‟. Tetapi dalam transaksi pembelian BBM 
di SPBU Tangen terjadi pertukaran uang dan barang yang berupa 
BBM. 
Setelah penulis mendapatkan informasi melalui wawancara mengenai 
transaksi pembelian BBM di SPBU Tangen bahwasannya transaksi yang 
terjadi adalah ada kesepakatan harga yang disepakati terlebih dahulu antara 
operator SPBU dengan pembeli. Bahwasannya pembeli meminta kepada 
operator SPBU mengenai pembelian dengan jumlah nominalyang diminta oleh 
pembeli kepada operator, dan operator memberikan dengan jumlah liter BBM 
sesuai nominal yang diminta oleh pembeli tersebut, tetapi dengan kasus yang 
terjadi di SPBU Tangen bahwa dalam pembelian BBM tersebut terdapat 
kelebihan harga yang dilakukan oleh operator SPBU dengan melakukan 
pembulatan nominal harga yang seharusnya kelebihan tersebut harus 
dikembalikan kepada pembeli dan menjadi hak pembeli tetapi operator 
melakukan pembulatan nominal harga yang tidak sesuai dengan akad jual beli 
dalam hukum islam. 
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B. Praktek Pembulatan Nominal Harga di Tinjau dari Teori ‘Urf  
Di jaman sekarang ini banyak transaksi pembelian yang tidak jelas akad di 
awal transaksi, sebelum pembelian yang seharusnya di lakakan oleh penjual 
dan pembeli terlebih dahulu, sebelum melakukan transaksi jual belinya. Seperti 
yang telah penulis teliti mengenai pembulatan nominal harga pembelian BBM 
yang terjadi di SPBU Tangen ini, juga tidak jelas antara akad pembeli dan 
penjual. Jual beli BBM dengan pembulatan nominal harga yang terjadi di 
SPBU Tangen merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan antara 
pembeli dan penjual. Penulis menganggap hal ini termasuk dalam teori „urf  
yaitu adat kebiasaan. 
Pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli BBM di SPBU 
Tangen sudah menjadi adat kebiasaan dan di lakukan secara terus menerus 
anatara penjual dan pembeli. Sehingga di sini penulis menganggap hal ini 
adalah „urf (adat kebiaaan), yakni sesuatu yang dilakukan secara 
berulang-ulang. Dengan dasar kaidah  
                     yang artinya “adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”. 
Praktek pembulatan nominal dalam jual beli BBM yang terjadi di SPBU 
Tangen termasuk dalam jenis Al-‘urf al-‘amali, yaitu kebiasaan masyarakat 
yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah perorangan. 
Dari segi cakupannya, praktek pembulatan nominal dalam pembelian 
BBM di SPBU Tangen termasuk kedalam Al-‘Urf al-khash, yaitu kebiasaan 
yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini terjadi pada 
pembeli SPBU Tangen. Pada kasus pembulatan nominal harga yang tidak ada 
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kesepakatan dari pihak pembeli, maka uang sisa pembelian BBM yang 
seharusnya menjadi hak pembeli, tidak diberikan dari pihak operator SPBU, 
hal ini terjadi pada transaksi jual beli BBM di SPBU Tangen Kab Sragen. 
Praktek pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Tangen 
Kab Sragen ditinjau dari syarat-syarat ‘urf antara lain: 
1. ‘Urf  itu berlaku secara umum. 
Praktek pembulatan nominal harga BBM di SPBU Tangen yang 
berlaku pada mayoritas pembeli di SPBU Tangen yang berada di 
masyarakat Tangen dan juga masyarakat luas pada umumnya. 
2. ‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. 
Pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tangen 
sudah dilakukan secara terus menerus hal ini terjadi dari awal SPBU 
Tangen beroperasi sampai sekarang ini, bahkan karyawan baru di SPBU 
pun juga melakukan hal tersebut karena karyawan baru melihat kinerja 
karyawan yang telah lama yang melakukan pembulatan nominal harga. 
Sebelum penulis melakukan penelitian ini, SPBU Tangen sudah melakukan 
pembulatan nominal harga terhadap pembelian BBM. Jumlah nominal 
pembulatan nominal harga yang dilakukan operator setiap harinya sekisar 
Rp. 200 sampai Rp. 500. 
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3. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 
suatu transaksi. 
Pada akad awal yang dilakukan, penjual dan pembeli hanya 
menyepakati jumlah nominal pembelian BBM yang pembeli sebutkan 
diawal pembelian dan penjual/ operator SPBU memberikan BBM yang 
diminta oleh pembeli, tetapi tidak ada kesepakatan antara pembeli dan 
penjual mengenai uang kembalian pembeli yang dibawah Rp.200 yang 
seharusnya menjadi hak pembeli apabila uang dari pembelian BBM 
tersebut masih ada sisa walaupun hanya di bawah Rp.200 saja, tetapi jika 
pihak operator tidak memberikan kembalian kepada pembeli penjual 
meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu, tetapi pembeli sudah 
menganggap sah apabila penjual melakukan pembulatan nominal harga 
saat pembelian BBM.  
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum 
yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 
Praktek pembulatan nominal dalam sistem pembelian BBM  di 
SPBU Tangen yang tidak terdapat kesepakatan antara pembeli dan penjual 
tetapi pembeli sudah menganggap hal biasa yang terjadi di jaman sekarang 
saat pembelian BBM di SPBU. Jadi praktek pembulatan tersebut tidak 
sesuai dengan syarat ‘urf  yang keempat. 
Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembulatan 
nominal harga dalam pembelian BBM dibolehkan karena sudah 
memenuhi syarat-syarat ‘Urf sehingga bisa dijadikan sebagai hukum, 
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selain itu berdasarkan dari beberapa pendapat pembeli bahwasannya 
pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU tersebut tidak bernilai 
besar dan karyawan SPBU Tangen mengatakan hal tersebut sudah menjadi 
kebiasaan yang biasa  terjadi di SPBU karena tidak adanya dan minimnya 
uang receh yang beredar dijaman sekarang ini dan penulis memaparkan 
bahwasannya dalam pembulatan nominal pembelian BBM dibolehkan, 
dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan masalah-masalah didalam pembahasan skripsi 
ini, serta penjelasan dengan analisisnya berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU 
Tangen yang dilakukan oleh karyawan SPBU (operator SPBU), karena 
terbatasnya uang receh yang tersedia di SPBU dan juga sudah tidak 
beredarnya mata uang receh dengan jumlah tertentu dan pembeli tidak 
mempermasalahkan akan uang sisa yang dilakukan oleh karyawan SPBU 
melalui pembulatan harga dan pembeli menganggap hal ini sudah menjadi 
hal yang wajar dan hal yang biasa dalam pembeliann BBM di SPBU 
karena pembeli juga menyadari bahwasannya langkanya peredaran mata 
uang receh dibawah Rp.200 dan pembeli tidak mempermasalahkan akan 
uang sisa yang dilakukan oleh karyawan SPBU melalui pembulatan harga 
2. Praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU 
Tangen dilihat dari segi rukun syarat akad jual beli dalam pembelian BBM 
di SPBU Tangen sudah memenuhi rukun syarat akad dan juga rukun jual 
beli yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi untuk pembulatan nominal 
harga pembelian BBM atau pengembalian uang sisa pembelian tidak 
memenuhi rukun akad jual beli karena tidak adanya ijab dan qabul antara 
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karyawan (operator SPBU) maka penulis mengambil kesimpulkan 
bahwasannya mengenai praktek pembulatan nominal harga pembelian 
BBM di SPBU Tangen ini sudah menjadi kebiasaan di SPBU, sehingga 
hal tersebut termasuk kedalam teori ‘urf (adat kebiasaan) yang bisa 
dijadikan landasan hukum. Dalam salah satu kaidah „urf yang berbunyi 
sebagai berikut: 
                 
“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” 
 
B. Saran  
Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan mengemukakan 
beberapan saran terhadap pihak-pihak yang yang bersangkutan di SPBU 
Tangen dalam pembelian BBM, adapun saran tersebut sebagai berikut: 
1. Kepada kepala SPBU sebagai atasan sebaiknya memberikan arahan 
kepada karyawannya mengenai pembulatan nominal yang dilakukan 
karyawannya dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada 
pembelinya bahwasannya akan melakukan pembulatan nominal harga 
yang dikarenakan minimnya uang receh yang ada di SPBU Tangen dan 
sebaiknya di SPBU Tangen menegaskan adanya SOP yang harus di patuhi 
oleh setiap karyawan. 
2. Kepada operator SPBU sebagai pihak penjual seharusnya sebelum 
melakukan pembulatan harga pembelian BBM sebaiknya operator 
melakukan kesepakatan atau ijab dan qabul antara penjual dan pembeli 
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terlebih dahulu, supaya akad dalam transaksi pembulatan nominal tersebut 
jelas akadnya dan sebaiknya dana yang diperoleh dari sisa pembulatan 
nominal pembelian BBM di SPBU Tangen digunakan untuk dana sosial 
dengan sepengetahuan dari pihak pembeli yang mempunyai sisa 
kembalian. 
3. Kepada konsumen/pembeli BBM di SPBU Tangen sebagai pihak pembeli 
seharuskan menanyakan sisa kembalian yang seharusnya menjadi haknya 
supaya jelas sisa kembalian dari pembelian BBM tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
DAFTAR WAWANCARA 
 
Pertanyaan untuk pihak kepala SPBU 
1. Di SPBU ini apakah terjadi pembulatan nominal harga pembelian BBM? 
2. Apakah Manajer mengetahui pembulatan nominal harga tersebut? 
3. Berapakah batasan pembulatan yang dilakukan karyawan SPBU? 
Pertanyaan untuk karyawan SPBU Tangen  
1. Apakah alasan karyawan SPBU melakukan pembulatan nominal harga? 
2. Untuk apa uang kelebihan dari pembulatan nominal harga tersebut? 
3. Adakah persejutuan dari konsumen mengenai pembulatan nominal 
harga? 
Pertanyaan untuk konsumen 
1. Apakah anda pernah mengalami pembulatan nominal harga saat pembelian 
BBM di SPBU Tangen? 
2. Apabila anda tidak setuju dengan pembulatan nominal harga saat 
pembelian BBM, bagaimana tindakan anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Kepala SPBU Tangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Dengan Pembeli BBM SPBU Tangen 
 
 
 
 
 
Nota/ Struk Pembelian BBM 
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